SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional(Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 214 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang  Penjabaran  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang

26.

27.

28.

29,

30.

31.

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuaangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64Tahun 2020tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentangPengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Penanganan Pandemi
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 149);
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2020 Nomor 5);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat :
Laporan Realisasi Anggaran;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
Neraca;
Laporan Operasional;
Laporan Arus Kas;
Laporan Perubahan Ekuitas;dan

® ™0 a0 o

Catatan atas Laporan Keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan

usaha milik daerah/perusahaan daerah.



Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. 2.923.110.843.869,24
b. Belanja Rp. 2.937.424.451.914,08
Defisit Rp.(14.313.608.044,84)
c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 578.335.637.468,33
- Pengeluaran Rp. 5.000.000.000,00
Pembiayaan netto Rp.573.335.637.468,33

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(SiLPA) Rp.559.022.029.423,49

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 sebagai berikut :

a.

Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah
Rp. 158.156.068.478,27dengan rincian sebagai berikut:
- Anggaran Pendapatan setelah

perubahan Rp. 2.764.954.775.390,97
- Realisasi Rp. 2.923.110.843.869,24
Selisih lebih Rp. 158.156.068.478,27

Selisih  Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah
Rp. (399.767.321.010,22) dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran Belanja setelah

perubahan Rp. 3.337.191.772.924,30
- Realisasi Rp. 2.937.424.451.914,08
Selisih kurang Rp. (399.767.321.010,22)

Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah
Rp. 557.923.389.488,49dengan rincian sebagai berikut :

- Defisit Setelah Perubahan Rp. (5§72.236.997.533,33)
- Realisasi Rp. (14.313.608.044,84)

Selisih lebih Rp. 557.923.389.488,49
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d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
sejumlah Rp. 1.098.639.935,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 577.236.997.533,33
- Realisasi Rp. 578.335.637.468,33
Selisihkurang Rp. 1.098.639.935,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan
sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00
- Realisasi Rp. 5.000.000.000,00
Selisihkurang Rp. 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah
Rp. 1.098.639.935,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan Rp. 572.236.997.533,33
- Realisasi Rp. 573.335.637.468,33
Selisih kurang Rp. 1.098.639.935,00

g. Selisih anggaran dengan realisasi SiLPA sejumlah
Rp.559.022.029.423,49 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran SiLPA setelah perubahan Rp. 0,00

- Realisasi Rp. 559.022.029.423,49

Selisih lebih Rp. 559.022.029.423,49
Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sampai dengan 31
Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal Rp. 567.686.997.533,33
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan
pembiayaan tahun berjalan Rp. 567.686.997.533,33
Jumlah (a-b) Rp. 0,00
c. Sisa lebih pembiayaan Rp. 559.022.029.423,49
Jumlah (a-b)+c Rp. 559.022.029.423,49

d. Koreksi kesalahan pembukuan
tahun sebelumnya Rp. 0,00
e. Saldo anggaran lebih akhir Rp. 559.022.029.423,49
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Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per
31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 5.313.548.762.974,15

b. Jumlah Kewajiban Rp. 33.373.835.099,80

c. Jumlah Ekuitas Rp. 5.280.174.927.874,35
Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf d sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Surplus operasi :

Pendapatan LO Rp. 2.714.938.705.352,44

Beban Rp.2.636.164.944.908,72

Surplus dari operasi Rp. 78.773.760.443,72
b. Surplus dari kegiatan non operasional

Surplus non operasional Rp. 281.716.972.632,51
c. Pos luar biasa

Beban luar biasa Rp. 0,00
d. Surplus/(defisit) LO Rp. 360.490.733.076,23

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf e sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal 1 Januari 2021 Rp. 567.686.223.833,33
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 304.999.259.399,93
c. Arus kas dari investasi Rp. (324.312.867.444,77)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 10.648.639.935,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 773.700,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2021 Rp. 559.022.029.423,49
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Pasal 8
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf f sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal Rp. 4.909.466.799.982,92
b. Surplus/(Defisit)-LO Rp. 360.490.733.076,23
c. Dampak kumultif perubahan
kebijakan/kesalahan mendasar Rp. 10.217.394.815,20
d. Ekuitas akhir Rp. 5.280.174.927.874,35
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
layat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10
Uraian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran terdiri atas:
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;
Lampiran [.2 : RingkasanAPBD yang diklasifikasikan

menurut kelompok dan jenis pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program, kegiatan dan sub kegiatan,;
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Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

m. Lampiran XIII

B

BN

@

Lampiran XIV
Lampiran XV

Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX

Lampiran XX.1

Lampiran XX.2
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Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak
tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan
penyisihan dana bergulir;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar rekapitulasi realisasi penambahan
dan pengurangan aset tetap daerah;
Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam
pekerjaan,;

Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangka panjang;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya; dan

Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri
atas;

Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
Ikhtisar laporan keuangan (laporan
laba/rugi) Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah
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Pasal 12
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkandi Kediri
Pada tanggal 18 - 8 - 2022
BUPATI KEDIRI,
TTD

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 - 8 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD
DEDE SUJANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 92 - 1/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRE[ARIS DAERAH

DEDE SUJANA, Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19740525 199311 1 001




